PROBLEMATIKA PERIZINAN USAHA PANTI PIJAT
DI KOTA PEKANBARU

Oleh :
Audi Septian Imar, Drs Erman M
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau : iamthebigthingsone@gmail.com 085664431335

ABSTRACT

This Research want to know why many owner massage parlor didn’t have a
license in his Operation in Pekanbaru. Its actually against the local regulation of
Pekanbaru No. 7 Tahun 2000 about the Permission place of busines and mayor
circular of Pekanbaru No. 503/BPT/175.a about Permission and operasional of
massage parlor business. Altough it has been against the rules of Pekanbaru
Government, but the fact this massage parlor who against the rules it still allowed
to operation. This is caused by mechanisms permission place of business it takes a
long time and complicated. Besides permission has a significance for
Government, specifically to know a data about massage parlor in order to making
appropriate policy for them and as a source income for Pekanbaru Government.

This Research using a qualitative method, analysis techniques of research using a
descriptive analysis. This research was conducted in integrated service agency of
Pekanbaru, health department of Pekanbaru, Civil Service Police Force of
Pekanbaru and message parlor around Pekanbaru with using key informan
specified by snowball sampling technique. Primary data and secondary data
research obtained from interview with informan and observation of the object
research.

Based on research findings can be seen that cause the massage parlor owner in
Pekanbaru disposed didn’t have permission license because by coordinationand
service of agencies have not been implemented well and there are many illegal
massage parlor operation caused by less control from government such as directly
control and intern control in agency, consequently abuse of authority was happen.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rekonstruksi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia
mengalami perubahan yang signifikan pasca-terselenggaranya otonomi daerah.
Instrumen desentralisasi turut mengubah pengelolaan sumber daya lokal sebagai
bentuk pendelegasian wewenang dari pusat pada daerah otonom untuk lebih
mandiri. Pelayanan pendukung dari aktivitas usaha seperti izin usaha, kepastian
hukum, dan iklim usaha yang kondusif pun peranannya tidak lagi terfragmentasi
pada pemerintah pusat semata. Pemerintah daerah kini diharapkan menjadi aktor
lokal dalam menciptakan sistem perizinan yang mendukung mekanisme kegiatan
usaha dan pengelolaan sumber daya daerah bagi kemaslahatan masyarakat lokal.

Setelah sebelas tahun kebijakan desentralisasi dengan berlakunya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bergulir sebagai
wahana perubahan bagi daerah, gradasi tingkat kesejahteraan dan efektivitas
pelayanan di daerah otonomi masih belum merata. Tujuan otonomi daerah yang
diharapkan mampu menjadi katalis dalam mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat lokal tidak tercipta secara komprehensif, justru cenderung berjalan
parsial (tidak sama di setiap tempat). Indikasi ini antara lain terlihat dari
ketidaksiapan beberapa pemerintah daerah untuk menciptakan mekanisme
pelayanan perizinan usaha sebagai gerbang utama penyelenggaraan kegiatan
usaha di daerah. Alhasil, tidak responsifnya pemerintah daerah untuk menciptakan
pelayanan perizinan yang akuntabel dan responsif saat ini menjadi penghambat
utama dalam melakukan pengelolaan sumber daya daerah.

Gambaran ini setidaknya tercermin dari hasil survei yang dilakukan oleh
Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada tahun 2006 di
mana penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah masih jauh dari harapan
ideal. Identifikasi ini terlihat dari segi waktu yang belum ideal dan biaya tidak
resmi yang semakin besar dalam proses berinvestasi. Masalah turunan yang turut
mengebiri berjalanannya reformasi pelayanan perizinan di daerah tidak lepas dari
perilaku moral hazard seperti korupsi, budaya permisif, serta budaya masyarakat
elitis yang masih mengedepankan kedekatan dengan pengambil kebijakan. Situasi
ini tentunya akan berimplikasi pada proses pelayanan publik, khususnya
pelayanan perizinan di daerah akibat terbentuknya budaya masyarakat elitis'.

Kualitas pelayanan publik di bidang perizinan usaha memainkan peranan
penting dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah.
Kualitas pelayanan perizinan sendiri juga dapat diidentifikasi dari peraturan
pemerintah daerah dalam mendukung sekaligus memberikan legitimasi lembaga
perizinan di daerah untuk memberikan pelayanan secara lebih efisien dan efektif.
Survei yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas
Indonesia (LPEM UI) memberikan laporan bahwa peraturan daerah (termasuk
peraturan yang mendukung reformasi lembaga pelayanan perizinan) memberikan
pengaruh terhadap iklim usaha. Peraturan lokal yang pro terhadap perbaikan
pelayanan perizinan usaha menjadi salah satu kunci bagi kelangsungan iklim
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usaha. Sayangnya, reformasi perizinan di beberapa daerah tidak berjalan
maksimal. Pembaruan regulasi melalui “Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu”
atau biasa disebut dengan “One Stop Service” juga belum mampu menjadi solusi
utama dalam memperbaiki pelayanan perizinan di Indonesia secara umum.

Kasus yang diambil pada penelitian ini adalah kasus usaha panti pijat di
Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Usaha panti pijat adalah suatu usaha jasa yang
menawarkan jasa pemijatan kesehatan kepada para pelanggannya. Prospek usaha
panti pijat yang menguntungkan di daerah perkotaan, membawa para pemilik
modal usaha tidak takut untuk membuka usaha panti pijat, tidak terkecuali di Kota
Pekanbaru itu sendiri. Tentu saja dalam pembukaan usahanya, usaha panti pijat
diwajibkan mengurus izin usaha agar usaha yang dijalankannya tidak melanggar
hukum.

Dasar hukum yang mengatur izin usaha panti pijat di Kota Pekanbaru
adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Izin
Tempat Usaha dan Surat Edaran Walikota Pekanbaru nomor : 503/BPT/175.a.
Dalam perda tersebut dikemukakan bahwa setiap pengusaha yang mendirikan dan
memperluas tempat-tempat usahanya diwajibkan memiliki izin tempat usaha
(pasal 2). Kewajiban memiliki izin tempat usaha sebagai mana dimaksud pada
pasal 2 perda ini adalah pengusaha yang menjalankan jenis usaha HO (Hinder
Ordonantie) maupun usaha berjenis bukan HO (Non Hinder Ordonantie). Dimana
salah satu jenis usaha bukan HO itu adalah usaha panti pijat. Usaha berjenis bukan
HO adalah usaha yang diperkirakan tidak akan memberikan dampak berupa
gangguan terhadap lingkungan sekitar dimana tempat usaha ini di jalankan.

Dengan dikeluarkannya surat edaran walikota Pekanbaru dengan nomor
503/BPT/175.a, maka semakin diperjelas pengaturan perizinan usaha panti pijat
beserta pengaturan tentang operasional usaha panti pijat. Berikut pengaturan
operasional bagi usaha panti pijat :

1. Setiap usaha panti pijat/refleksi harus memiliki izin dari Walikota/Pejabat

yang ditunjuk.

2. Tempat pijat tidak boleh memakai ruangan kamar yang tertutup, hanya
boleh disekat dengan kain antara satu kamar dengan kamar lainnya, dan
jarak kain dari lantai sekitar 20 cm.

Jam operasional panti pijat dimulai pukul 08.00 s/d 22.00 WIB.
4. Tidak diperkenankan mempekerjakan tenaga kerja wanita di bawah umur

(17 tahun ke atas).

5. Pelayanan panti pijat dan refleksi hanya ditujukan untuk kesehatan dan
tidak untuk kegiatan mesum.

W

Namun kenyataannya, saat ini di Pekanbaru beroperasi sebanyak 215 panti
pijat. Ironisnya, hanya 13 yang berizin dan selebihnya beroperasi secara ilegal.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Kota
Pekanbaru Edi Satria. Memaparkan menjamurnya panti pijat yang ada saat ini.
Namun hanya sedikit sekali, yang mengantongi izin resmi. Bahkan berdasarkan
catatan BPT dari 215 panti pijat, hanya 13 panti pijat yang mempunyai izin resmi.
Padahal menurut Kepala Badan Pelayanan Terpadu (BPT) tersebut pihaknya
dengan Satpol PP, sudah sering memperingatkan, dan melakukan razia kepanti-



panti pijat ilegal®. Berdasarkan laporan pihak Satpol PP, banyak panti pijat yang
justru mendapatkan izin resmi dari RT/RW. Padahal jelas BPT tidak
mengeluarkan izin.

1.2 Tinjauan Teori

a. Birokrasi Sebagai Public Service
Menurut Max Weber birokrasi merupakan ciri pola organisasi yang

strukturalnya dibuat sedemikian rupa sehingga secara maksimal dapat
memanfaatkan tenaga ahli. Organisasi harus diatur secara rasional, impersional
dan bebas dari sikap prasangka. Dengan demikian birokrasi dimaksudkan sebagai
suatu sistem otarita yang ditetapkan secara rasional dalam berbagai peraturan
untuk mengorganisasi secara teratur, bersifat spesialisasi, hirarkis, dan
terelaborasi. Max Weber berpendapat bahwa birokrasi sebagai suatu bentuk
organisasi yang amat efesien, yang dapat digunakan lebih efektif bagi organisasi
yang kompleks sifatnya’. Menurut Kast & Rozenweig, setiap aktifitas yang
kompleks dan rutin sifatnya sehingga memerlukan koordinasi yang ketat terhadap
aktifitas orang-orang dan sangat terspesialisasi, maka bentuk organisasi yang
diterapkan adalah organisasi birokratik.Organisasi birokratik menurut Weber
dalam Ali Mufiz, mendasarkan diri pada hubungan kewenangan menempatkan,
mengangkat pegawai dengan menentukan tugas dan kewajiban dimana perintah
dilakukan secara tertulis, ada pengaturan mengenai hubungan kewenangan, dan
promosi kepegawaian didasarkan atas aturan-aturan tertentu, tetapi tidak ada
hubungan dengan prosedur yang berbelit-belit, penundaan pekerjaan atau
ketidakefisienan, seperti yang dibayangkan banyak orang dewasa ini*.
Konsep birokrasi ideal Weber ada 7 di dalam Robbins, sebagai berikut®:

a. Spesialisasi pekerjaan, yaitu semua pekerjaan di lakukan dalam
kesederhanaan, rutinitas dan mendefenisikan tugas dengan baik.

b. Hirarki kewenangan yang jelas yaitu sebuah struktur multi tingkat yang
formal, dengan posisi hirarki atau jabatan yang memastikan bahwa setiap
jabatan yang lebih rendah berada di bawah supervisi dan kontrol dari yang
lebih tinggi.

c. Formalisasi yang tinggi yaitu semua anggota organisasi di seleksi dalam
basis kualifikasi yang didemonstrasikan dengan pelatihan, pendidikan,
atau latihan formal.

d. Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasarkan
atas kemampuan yaitu keputusan tentang seleksi dan promosi di dasarkan
atas kualifikasi teknis dan kemampuan dan prestasi para calon.

e. Bersifat tidak pribadi atau impersonalitas yaitu sanksi-sanksi diterapkan
secara seragam dan tanpa perasaan pribadi untuk menghindari keterlibatan
dengan kepribadian individual.

f. Jejak karir bagi para pegawai yaitu para pegawai diharapkan mengejar
karir dalam organisasi. Sebagai imbalan atas komitmen tersebut, para
pegawai mempunyai masa jabatan.

* Koran Harian Riau Pos edisi senin 27 Februari 2012 Hal 33-34.

? Pasolong, Harbani.2010. Teori Administrasi Publik. Alfabeta: Bandung

* Mufiz,Ali.2004.Pengantar llmu Adminstrasi Negara. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka:
Jakarta

> Robbins,P.Stephen.2003. Teori Organisasi: Struktur, Disain & Aplikasi. Arcan: Jakarta



g. Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan
pribadi, yaitu pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk
keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.

Weber menyebut defenisi birokrasi adalah sebagai suatu daftar atau sejumlah
daftar ciri-ciri yang sifat pentingnya yang relatif secara hubungannya satu sama
lain telah banyak menimbulkan perdebatan. Paling mencolok diantara ciri-ciri ini
ialah bidang-bidang kompetensi yang jelas batasnya, pelaksanaan tugas-tugas
resmi secara terus-menerus. Suatu hirarki pengendalian yang teratur dimana
kemungkinan untuk naik pangkat memungkinkan dibuatnya suatu Kkarier,
pengangkatan dan kenaikan pangkat berdasarkan kriteria kemampuan, pembuatan
keputusan yang didasarkan atas catatan-catatan tertulis, gaji tetap, pemisahan
jabatan dari hak milik pribadi pejabat, dan suatu gaya pengambilan keputusan
yang terdiri dari, penerapan aturan-aturan umum pada kasus-kasus individual.
Weber pada dasarnya mengatakan bahwa efisiensi sebagai norma birokrasi.

Biau dalam Sinambela , mengatakan bahwa birokrasi adalah organisasi
yang ditujukan untuk memaksimumkan efisiensi’. Setiyono, mengatakan bahwa
birokrasi adalah merupakan sebuah ruang mesin negara. Di dalam berisi orang-
orang (pejabat) digaji dan dipekerjakan oleh negara untuk memberikan nasihat
dan melaksanakan kebijakan politik negara’.

J.B Kiristiadi, mengatakan bahwa birokrasi adalah merupakan struktur
organisasi di sektor pemerintahan, yang memiliki ruang lingkup tugas-tugas
sangat luas serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang
besar pula jumlahnya®. Birokrasi yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan
bernegara, penyelenggaraan pemerintahan termasuk didalamnya penyelenggaraan
pelayanan umum dan pembangunan, seringkali oleh masyarakat diartikan dalam
konotasi yang berbeda. Birokrasi secolah-olah memberikan kesan adanya suatu
proses panjang yang berbelit-belit apabila masyarakat akan menyelesaikan suatu
urusan dengan aparat pemerintah.

G. Kartasapoetra, mengatakan birokrasi adalah pelaksanaan perintah-
perintah secara organisator yang harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga
dan secara sepenuhnya pada pelaksanaan pemerintahan melalui instansi-instansi
atau kantor-kantor’. Priyo Budi Santoso mendefenisikan birokrasi adalah
keseluruhan organisasi pemerintahan, yang menjalankan tugas-tugas negara dalam
berbagai unit organisasi pemerintah dibawah departemen dan lembaga-lembaga
non departemen, baik dipusat maupun di daerah, seperti ditingkat provinsi,
kabupaten, kecamatan, maupun desa atau kelurahan'.

® Sinambela, Poltak. 2006,.Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan
Implementasi.Bumi Aksara : Jakarta

7 Setiyono, Budi.2004.Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi. Puskodak: Semarang
¥ Kristiadi,J.B.1994.4dminstrasi/Manajemen Pembangunan.LAN: Jakarta

? Kartasapoetra,G.1994. Debirokratisasi dan Deregulasi.Rineka Cipta: Jakarta

1% Santoso, Priyo Budi.1997.Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural.
Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.



Prajudi Atmosudirjo, mengemukakan bahwa birokrasi mempunyai tiga
arti yaitu'':

1. Birokrasi sebagai suatu tipe organisasi. sebagai suatu tipe tertentu,
birokrasi cocok untuk melaksanakan dan menyelenggarakan suatu macam
pekerjaan yang terikat pada peraturan-peraturan yang bersifat rutin, artinya
volume pekerjaan besar akan tetapi sejenis dan bersifat berulang-ulang,
dan pekerjaaan yang memerlukan keadilan merata dan stabil.

2. Birokrasi sebagai sistem, yang artinya adalah suatu sistem kerja yang
berdasar atas tata hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan (pejabat-
pejabat)secara lansung kepada persoalannyadan secara formal serta jiwa
tanpa pilih kasih atau pandang bulu

3. Birokrasi sebagai jiwa kerja, dalam hal ini merupakan jiwa kerja yang
kaku sebab cara kerja nya seolah-olah seperti mesin, ditambah lagi dengan
disiplin kerja yang ketat dan sedikitpun tidak mau menyimpang dari apa
yang diperintahkan atasan atau apa yang telah ditetapkan oleh peraturan-
peraturan.

Berdasarkan defenisi birokrasi diatas, maka dapat dikatakan bahwa
birokrasi adalah merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan tugas
pelayanan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Birokrasi
pemerintahan dewasa ini, dimana para pejabat memainkan fungsi dan peran
dengan menggunakan kekuasaan yaitu jabatan, kewenangan, dan legitimasi untuk
mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif, dengan objek pemerintahan
masa kini. Dengan konsepsi masyarakat modern menurut Weber, birokrasi
dipandang sebagai organisasi yang rasional, instrumen kekuasaan yang paling
utama dana ideal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan
efektif. Weber mengarahkan analisanya dengan birokrasi yang rasional dapat
meningkatkan efisiensi dan efektivitas'?.Kenyataan empirik menunjukkan bahwa
konsep birokrasi yang dipergunakan di Indonesia mengalami kendala-kendala
yang terdapat pada birokrasi administrasi publik, pelaksanaan pembangunan
berlansung demikian lamban atau mengalami banyak kegagalan, karena banyak
birokrat dan lembaga usaha swasta atau masyarakat sendiri dapat dikatakan masih
terjangkit penyakit inefisiensi, yang seharusnya mereka masing-masing
memperoleh kebebasan untuk menyembuhkan penyakit tersebut dengan
menyesuaikan diri dengan tata nilai baru administrasi publik yaitu pelayanan yang
efisien kepada pelanggan'.

Dvorin Eugene P. & Simmons mengatakan bahwa birokrasi merupakan
tempat penyimpanan suatu kepercayaan masyarakat umum yang khas dan unik
bahkan meski birokrasi pemerintahanitu dipandang sebagai pejabat yang dapat
disuap. Hal inilah Dvorin Eugene P. & Simmons menyebutnya sebagai penyakit

"' Atmosudirjo,Prajudi.2003. Teori Administrasi. STIALAN: Jakarta

' Thoha, Miftah dan Dharma, Agus (editor), 1999, Menyoal Birokrasi Publik, Jakarta, Balai
Pustaka.

B Sumoprawiro, Hariyoso,2002, Pembaruan Birokrasi Dan Kebijaksanaan Publik,

Jakarta, Peradaban.



sosial yang diberikan nama bureusis’®. Sedangkan Warsito Utomo menyebut
penyakit birokrasi sebagai “penyakit bureaunomia”. Penyakit ini mempengaruhi
pelaksanaan teknis operasional pemerintahan, tetapi lebih berpengaruh pada
derajat tingkat kebijakan pemerintah atau formulasi kebijakan pemerintah.
Menurut beliau bureaunomia dilakukan oleh kekuatan politik praktis untuk juga
mempengaruhi  birokrasi pemerintahan di dalam melayani masyarakat.
bureaunomia menanamkan pengaruhnya didalam birokrasi pemerintahan dengan
mendudukkan orang-orang partai yang bukan birokrat profesional di dalam
jajaran birokrasi atau memberikan privilege pada aparat birokrasi yang berafiliasi
dengan kekuatan partainya'”.

b. Birokrasi Rente

Model birokrasi ini diperkenalkan oleh Budiman dalam bukunya tentang
perbandingan antara pembangunan di Indonesia dengan pembangunan di Korea
Selatan. Budiman memulai kajiannya dengan memperkenalkan konsep negara
otoriter birokratik. Menurutnya, konsep ini berbeda dengan negara otoriter
birokratik-nya Donnel. Ciri-ciri negara otoriter birokratik adalah bersifat otoriter,
sangat mengandalkan birokrasi sebagai alat mencapai tujuan, membendung
partisipasi masyarakat, melaksanakan pembangunan ekonomi dan politik secara
top-down (dari atas ke bawah), dan menggunakan ideologi teknokratis birokratis.
Dalam penerapannya, otoriter birokratik memiliki dua varian, yaitu negara otoriter
birokratik pembangunan dan negara otoriter birokratik rente. Yang pertama relatif
bersih (tidak korup) dan efisien, tipe pembangunannya kapitalis dengan dukungan
kaum borjuasi sehingga berhasil melaksanakan pembangunan. Sedangkan pada
tipe kedua, justru sebaliknya, kaum borjuasi tidak terbentuk dalam negara karena
mereka mendapatkan fasilitas melalui hubungan personal dengan penguasa.
Jelasnya, para elite negara meminta imbalan, rente, atau ongkos sewa. Para elite
bertindak sebagai rentenir karena menyewakan jabatannya untuk kepentingan
pengusaha. Jabatan birokrasi bagi elite negara menjadi semacam alat produksi
untuk melakukan akumulasi modal melalui sistem rente. Sebagai konsekuensinya,
dalam negara otoriter birokratik rente yang muncul bukan kaum borjuasi yang
kuat tetapi kelompok pengusaha yang tergantung kepada fasilitas dan
perlindungan negara.

1.3 Permasalahan Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan serta hasil
pengamatan di lapangan, maka ditemukan fenomena-fenomena yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini. Berikut identifikasi masalah dalam penelitian
ini :
- Banyak usaha panti pijat di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin
usahanya.
- Pemilik panti pijat cenderung tidak mengurus izin usahanya secara
lengkap.

" Dvorin Eugene P.&Simmons,Robert H.2000.Dari Amoral Sampai Birokrasi
Humanisme.Prestasi Pustaka: Jakarta

" Utomi, Warsito.2006.Administrasi Publik Baru Indonesia : Perubahan Paradigma dari
Adminstrasi Negara ke Administrasi Publik.Pustaka Pelajar : Jakarta



- Pengurusan izin usaha panti pijat tidak sesuai Standar Operasional
Pelayanan (SOP).

- Adanya indikasi keterlibatan oknum tertentu yang melakukan pungutan
liar kepada pemilik usaha panti pijat illegal dengan maksud uang
keamanan demi mengamankan usaha panti pijat illegal.

- Ditemukannya usaha panti pijat yang telah menyalahi fungsi usahanya.

- Masih terdapat panti pijat yang melanggar ketentuan operasional dalam
menjalankan usaha panti pijatnya baik panti pijat yang berizin maupun
yang tidak memiliki izin usahanya.

Dari identifikasi masalah penelitian dan untuk mempermudah pelaksanaan
penelitian serta menginterpretasikan hasil dari penelitian, maka dirumuskan
masalah yang akan dijadikan arahan dan pedoman dalam penelitian. Perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme dalam pengeluaran izin usaha bagi panti pijat di

Kota Pekanbaru?

2. Mengapa pemilik usaha panti pijat cenderung tidak mengurus izin
usahanya?
3. Apa penyebab banyaknya usaha panti pijat illegal yang masih beroperasi

di Kota Pekanbaru?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan
untuk :

a. Mengetahui mekanisme pengeluaran izin usaha panti pijat

b. Mengetahui penyebab pemilik usaha panti pijat illegal cenderung tidak
mengurus izin usahanya.

c. Mengetahui penyebab banyaknya operasi usaha panti pijat illegal di Kota
Pekanbaru.

II. METODE PENELITIAN
2.1 Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang
bermaksud mencari fakta sebanyak-banyaknya kemudian mengambil
kesimpulan'®. Dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu usaha
mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian
menganalisa data tersebut, menelitinya menggambarkan dan menelaah secara
lebih jelas berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena
yang diteliti.
2.2 Teknik Pengumpulan Data
Cara/teknik yang dipakai untuk pengumpulan data primer dan sekunder
adalah memakai teknik wawancara, dokumentasi, serta melakukan observasi yaitu
mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti.
2.3 Analisis Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan memusatkan
perhatian secara intensif terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya
sebagai suatu kasus. Dalam hal ini, penulis menganalisa data-data tersebut yang di

' Bungin,Burhan.Penelitian kualitatif Bandung. PT Remaja Rosda Karya :2008



dapat dari informan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Data tersebut
dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori
pendukung yang relevan dalam penelitian, guna mendapat suatu kesimpulan yang
sesuai dengan tujuan dari penelitian. Dengan analisa deskriptif diharapkan
penelitian ini mampu menjelaskan fakta empirik yang ada secara mendalam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Mekanisme Izin Usaha Panti Pijat

Pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan prosedur perizinan usaha yang
berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000
Tentang Izin Tempat Usaha. Untuk izin usaha panti pijat, Pemerintah Kota
Pekanbaru melalui Walikota Pekanbaru mengeluarkan surat edaran dengan nomor
503/BPT/175.a untuk memperjelas pengaturan di dalam proses mekanisme izin
usaha panti pijat yang harus dilalui oleh para pemohon izin usaha tersebut. Surat
edaran Walikota Pekanbaru nomor 503/BPT/175.a telah menjelaskan prosedur
aturan pemberian izin bagi pemilik usaha panti pijat yang terdapat pada poin
pertama yaitu :

- Surat pernyataan persetujuan tetangga sempadan yang diketahui pleh

RT/RW setempat

- Rekomendasi Lurah dan Camat setempat

- Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

- Membuat daftar nama tenaga kerja dengan melampirkan fotocopy
Kartu Tanda Penduduk masing-masing

- Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh petugas Badan
Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru

- Melengkapi syarat-syarat lainnya yang dicantumkan dalam formulir
isian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) pada Badan Pelayanan Terpadu
Kota Pekanbaru.

Sedangkan pada poin kedua, ketiga, keempat serta kelima dalam surat
edaran Walikota Pekanbaru nomor 503/BPT/175.a menjelaskan aturan
operasional usaha panti pijat. Berikut isi penjelasan aturan operasional bagi usaha
panti pijat :

- Tempat pijat tidak boleh memakai ruangan kamar yang tertutup, hanya
boleh disekat dengan kain antara satu kamar dengan kamar lainnya,
dan jarak kain dari lantai sekitar 20cm

- Jam operasional panti pijat dimulai pukul 08.00 s/d 22.00 WIB

- Tidak diperkenankan mempekerjakan tenaga kerja wanita di bawah
umur ( 17 tahun ke atas )

- Pelayanan panti pijat/refleksi hanya ditujukan untuk kesehatan dan
tidak untuk kegiatan mesum

3.2 Penyebab Pemilik Usaha Panti Pijat Tidak Mengurus Izin
a. Kurangya Koordinasi
Dalam pelaksanaan tugas pemerintah, selalu akan menciptakan hubungan
kerjasama dengan pihak lain yang masih berada dalam lingkungan pemerintah itu
sendiri. Oleh sebab itu, hubungan koordinasi yang baik dapat menentukan
tercapainya tujuan bersama sesuai dengan ketetapan yang ada, dan memberikan
pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat. Koordinasi ditujukan untuk

9



memberikan kejelasan dan kepastian akan pekerjaan yang diharapkan dari pihak
yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan suatu organisasi, baik dalam perencanaan,
pelaksanaan, maupun pengawasan agar adanya kejelasan dalam tugas demi
membawa kepada kelancaran aktifitas untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

Namun kenyataan di lapangan yang penulis peroleh yaitu dalam pemilikan
izin usaha panti pijat, koordinasi antar instansi terkait tidak terlaksana dengan
baik. Instansi-instansi tersebut seperti tidak merasa bertanggung jawab atau lepas
tangan dalam pengurusan izin usaha panti pijat selain urusan yang dilaksanakan
oleh instansinya sendiri. Akibatnya masih banyak panti pijat yang tidak memiliki
izin secara lengkap. Pemilik usaha panti pijat merasa mencari informasi sendiri
mengenai proses untuk memperoleh kepemilikan izin usahanya.

Tidak adanya instansi terkait dalam hal ini adalah pihak Badan Pelayanan
Terpadu Kota Pekanbaru maupun Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang
menjelaskan secara jelas alur proses pengurusan izin usaha panti pijat kepada
pemohon izin usaha panti pijat tersebut. Selain tidak adanya pemberitahuan oleh
pegawai Dinas Kesehatan kemana surat rekomendasi kesehatan tempat usaha
panti pijat ini dibawa selanjutnya, pihak Badan Pelayanan Terpadu juga terkesan
tidak memperdulikan dan lepas tangan dengan harapan si pemohon izin usaha
panti pijat sudah mendapatkan informasi saat pengurusan rekomendasi di Dinas
Kesehatan bahwa izin usahanya itu diurus di Kantor Badan Pelayanan Terpadu.
Hal ini menimbulkan kebingungan, tetapi akan lebih baik jika pemilik usaha panti
pijat tetap mengurus izin secara keseluruhan. Mengenai rekomendasi dan izin
yang diurus di tempat yang berbeda juga menyulitkan pemilik usaha panti pijat
karena proses yang panjang.

b. Pelayanan Belum Maksimal

Pelayanan publik yang berkaitan dengan izin usaha panti pijat dimata
masyarakat,dianalisis berdasarkan lima aspek yang berkaitan dengan konsep
kualitas pelayanan publik, yaitu kecepatan, ketepatan, kemudahan, keadilan dan
semua kebagian atau kuantitas. Berdasarkan kelima aspek di atas, untuk
pelayanan dalam izin usaha panti pijat ternyata masih belum menunjukkan
kualitas pelayanan yang baik oleh instansi-instansi pemerintah Kota Pekanbaru
yang terkait dengan pengurusan izin usaha panti pijat. Berikut uraian kelima aspek
pelayanannya :

1. Aspek Kecepatan, masih rendahnya tingkat kecepatan pegawai dalam
menanggapi maupun memproses permohonan masyarakat tentang izin
usaha panti pijat. Pengurusan izin yang tidak sesuai dengan Standar
Operasional Pelayanan (SOP), berlarut dan tidak adanya kepastian waktu
penyelesaian yang jelas.

2. Aspek Ketepatan, tingkat ketepatan para pegawai yang berkaitan dengan
izin usaha panti pijat dalam memberikan pelayanan publik masih kurang
baik sebagaimana yang masyarakat harapkan. Penilaian ini didasarkan
pada kenyataan ketika para pemilik usaha panti pijat berhubungan dengan
para pegawai untuk memperoleh izin usaha panti pijat yang dibutuhkan.
Hal ini dapat dilihat masih kurangnya tingkat kesiapan pegawai ketika
masyarakat membutuhkan pelayanannya, pegawai tidak ada di tempat dan
tidak adanya kepastian waktu penyelesaian yang jelas.
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3. Aspek Kemudahan, aspek kemudahan dalam pelayanan publik yang
berkaitan dengan izin usaha panti pijat belum berjalan sebagaimana yang
diharapkan oleh masyarakat. Informasi prosedur pelayanan izin usaha
panti pijat belum maksimal sehingga mempengaruhi penilaian masyarakat
yang mengurus izin usaha panti pijat. Masyarakat menilai bahwa prosedur
pelayanan izin usaha panti pijat kurang sederhana.

4. Aspek Keadilan, untuk memahami pelaksanaan aspek keadilan dapat
dilihat dari penilaian masyarakat yang mengurus izin usaha panti pijat,
bahwa ketika memiliki “orang dalam” maka urusannya akan cepat selesai
begitu juga sebaliknya jika tidak memiliki “orang dalam” maka urusan
tersebut akan lama selesainya. Hal ini disebabkan adanya hubungan
kedekatan secara pribadi dengan seorang pegawai dan juga adakalanya
dengan memberikan “uvang pelicin” agar dipermudah dalam pengurusan
izinnya.

5. Aspek Semua Kebagian atau Kuantitas, masyarakat menilai tingkat
kuantitas atau pembagian layanan publik pada izin usaha panti pijat
kepada pemohon izin usaha masih dirasakan belum sempurna. Fenomena
yang salah satunya dijumpai yaitu beberapa pemohon izin yang menurut
ketentuan dinilai belum memenuhi persyaratan dalam proses pengajuan
permohonan izin, akan tetapi karena bekerja sama dengan petugas dengan
memberikan imbalan, maka izin usaha panti pijat dapat diberikan.

3.3 Penyebab Maraknya Operasi Usaha Panti Pijat Ilegal di Kota
Pekanbaru
Berdasarkan temuan dan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di
lapangan, banyaknya usaha panti pijat ilegal yang masih beroperasi di wilayah
Kota Pekanbaru di sebabkan lemahnya pengawasan oleh pemerintah Kota
Pekanbaru terhadap usaha-usaha panti pijat yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam
hal ini pihak Satuan Polisi Pamong Praja lah yang memiliki tanggung jawab untuk
melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha panti pijat. Memang ada pihak
Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terhadap operasi usaha panti
pijat, namun tidak secara berkesinambungan. Hal ini salah satunya juga
disebabkan sudah terlanjur menjamurnya usaha panti pijat-panti pijat ilegal yang
berkembang di Kota Pekanbaru itu sendiri. Selain sudah terlalu banyaknya usaha
panti pijat ilegal yang beroperasi di Kota Pekanbaru, kurangnya personil di Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru juga menjadi alasan penyebab kurangnya
pengawasan yang dilakukan terhadap usaha panti pijat ilegal secara keseluruhan.
Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pekanbaru juga membuat beberapa anggotanya memanfaatkan situasi
dengan menjual nama instansi untuk meraup keuntungan pribadi. Ditemukannya
beberapa anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang melakukan
punguan liar kepada pemilik usaha panti pijat. Tidak hanya panti pijat yang tidak
berizin, yang berizin pun tidak luput dari pungutan atas nama uang keamanan
tersebut.Tidak hanya lemahnya pengawasan di lapangan tetapi juga kurangnya
pengawasan intern terhadap instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
itu sendiri sehingga terjadi penyahlagunaan kewenangan.

11



IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap data-data penelitian

guna mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan
problematika perizinan usaha panti pijat di Kota Pekanbaru, maka penulis
menarik kesimpulan sebagai berikut :

1.

Mekanisme untuk pengeluaran sebuah izin usaha panti pijat di Kota
Pekanbaru yaitu :

e Mendapatkan rekomendasi dari pihak RT/RW setempat
Mendapatkan rekomendasi dari pihak Kelurahan setempat
Mendapatkan rekomendasi dari pihak Kecamatan setempat
Mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota
Dan terakhir izin dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Kota
Pekanbaru.

2. Penyebab pemilik usaha panti pijat cenderung tidak mengurus izin

usahanya adalah :

e Koordinasi antar instansi terkait belum terlaksana dengan baik.
Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota
Pekanbaru tidak dikoordinasikan dengan Badan Pelayanan Terpadu
Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi antara
kedua instansi tersebut membuat pemilik usaha panti pijat seperti
mencari informasi sendiri terkait pengurusan izin usahanya.

e Kaualitas pelayanan di instansi pemerintah yang belum sempurna.
Hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek pelaksanaan pelayanan yang
menunjukkan masih belum memuaskan masyarakat dalam
pengurusan izin usaha panti pijat di tiap-tiap instansi pemerintah
Kota Pekanbaru yang terkait.

3. Penyebab masih maraknya operasi usaha panti pijat ilegal di Kota

Pekanbaru adalah dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan
oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap panti-
panti pijat tersebut. Pengawasan tidak dilakukan secara kontiniu baik
pengawasan di lapangan serta masih lemahnya pengawasan intern
terhadap instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru itu sendiri.

4.2 Saran

1.

Pemerintah Kota Pekanbaru sebaiknya menyediakan prosedur perizinan
usaha panti pijat yang lebih sederhana dan tidak memberatkan masyarakat
serta melakukan sosialisasi peraturan izinnya kemasyarakat dan tiap-tiap
instansi terkait pengurusan izin usaha panti pijat sebaiknya menjalin
koordinasi yang baik serta komunikatif.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebaiknya meningkatkan
pengawasan terhadap operasi usaha panti pijat dengan mengajukan
penambahan personil dan menjalin kerja sama yang baik dengan pemuka
masyarakat untuk menindak operasi usaha panti pijat ilegal dan juga panti
pijat yang melanggar peraturan operasional yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Kota Pekanbaru.

12



Buku :

DAFTAR PUSTAKA

Albrow, Martin, 2005, Birokrasi, Tiara Wacana, Jakarta
Atmosudirjo,Prajudi.2003.Teori Administrasi. STIALAN: Jakarta

Bungin, Burhan. 2008. Penelitian kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosda
Karya.

Dvorin Eugene P.&Simmons,Robert H.2000.Dari Amoral Sampai
Birokrasi Humanisme.Prestasi Pustaka: Jakarta

Kartasapoetra,G.1994.Debirokratisasi dan Deregulasi.Rineka Cipta:
Jakarta

Kristiadi,J.B.1994 . Adminstrasi/Manajemen Pembangunan.LAN: Jakarta

Mufiz,Ali.2004.Pengantar llmu Adminstrasi Negara. Pusat Penerbitan
Universitas Terbuka: Jakarta

Nawawi, Hadari. 2001. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta :
Gadjah Mada University Press.

Pasolong,Harbani.2010.Teori Administrasi Publik.Alfabeta: Bandung

Robbins,P.Stephen.2003.Teori  Organisasi:  Struktur,  Disain &
Aplikasi. Arcan: Jakarta.

Santoso, Priyo Budi.1997.Birokrasi Pemerintah Orde Baru:
Perspektif Kultural dan Struktural. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.

Setiyono,  Budi.2004.Birokrasi  Dalam  Perspektif  Politik  dan
Administrasi.Puskodak: Semarang

Sinambela, Poltak. 2006,.Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan,
dan Implementasi.Bumi Aksara : Jakarta

Sumoprawiro, Hariyoso,2002, Pembaruan Birokrasi Dan Kebijaksanaan
Publik,Jakarta : Peradaban.

Thoha, Miftah dan Dharma, Agus (editor), 1999, Menyoal Birokrasi
Publik, Jakarta, Balai Pustaka.

Utomi, Warsito.2006.Administrasi Publik Baru Indonesia : Perubahan
Paradigma dari Adminstrasi Negara ke Administrasi Publik.Pustaka
Pelajar : Jakarta

13



Peraturan/ Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No: 7 Tahun 2000 Tentang Izin
Tempat Usaha

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No: 3 Tahun 2006 Tentang Pajak
Hiburan

Surat Edaran Walikota Pekanbaru No: 503/BPT/175.a

Rujukan Jurnal, Kamus, Majalah, Surat Kabar, dan Internet :

Koran Harian Riau Pos edisi Rabu & Februari 2012
Koran Harian Riau Pos edisi Senin 27 Februari 2012

Masyarakat Transparasi Indonesia — jurnal : “Reformasi Pelayanan
Perizinan dan Pembangunan Daerah”. Jakarta : 2010

14



